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Tahun 9 Bulan Untuk selanjutnya disebut sebagai---

Bahwa, PEMOHON bersama ini heridak mengajukan Permohonan pengujian Pasa1 20
ayat(,) dan ayat (2), Pasa1 82 ayat in huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun
,98, Tentang Kmb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 198, Nomor 76) dan Pasa1 7 ayat (2) huruf a,
Pasa1 32 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor, , Tahun 20.2 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.2 Nomor
,53)Terhadap Pasa1 28 D ayat(,) dan Pasa1 28 H ayat(21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun ,945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya Permohonan ini
adalah sebagai berikut:

:Indonesia

: Dsn. Ganggong Ds. JantiGanggong Kec. Perak
Kab. Joinbang

: Pedagang
: Kawin

:SMA

A. KEWENANGANMAHKA, "AH KONSTITUSl

Bahwa ketentuan Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bersifatfinal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentsng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor24 tahun 2003 tentsng Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni
menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat
pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-
Undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",
meinutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan
o1eh UUD 1945, Meinutus Pembubaran Partai Pointik dan Meinutus Petselisihan
tentang Hasil Pemilihan Urnum.

Penegasan serupa dikemukakan o1eh Undang-undang N0 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 201, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyatakan "Dalam ha! suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi",

Berdasarkan uraian di atas, inaka Pemohon Berkeyakinan, bahwa Mahkamah
Konstitusi beMenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasa120 ayat(,) dan

PEMOHON.
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ayat (2), Pasa1 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun ,981
Tentsng Kmb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ,981 Nomor 76) dan Pasa1 7 ayat(21 huruf
a, Pasa1 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor ,, Tahun 20.2 Tentang
Sistem Perudilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor ,531 pada tingkat pertaina dan terakhiryang putusannya bersifatfinal.

B. KEDUDUKAN HUKU, "(LEGAL STANDING) PEll, OHON

I. Bahwa Pasa1 51 Ayat(,) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh
berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan piinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau prtvat, atau;

d. Lembaga negara.

2. Penjelasan Pasa1 51 Ayat(,) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
"hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur daiam UUD 1945.

3. Bahwa, ariak PEMOHON Iahir pada tangga1 27 Oklober 1998, pada saat
pengajuan permohonan a quo masih berusia belum genap 18 tahun, sehingga
masih dikategorikan sebagai ariak-ariak yang mendapatkan perlindungan dan
Undang-undang N0 11tahun 20.2 tentsng Sistem Peradilan ariak.

4. Bahwa, ariak PEMOHON pada tangga1 22 Juli 2016 sekitarjam 11.30 Wib
dituduh mencuri sepeda motor allapangan Gayungsari Surabaya, Iaiu dihajar
berainai-rainai o1eh pemilik keridaraan, setolah itu ariak PEMOHON diserahkan
ke kantor polsek Gayungsari Surabaya.

5. Bahwa ariak PEMOHON of tetapkan sebagai Tersangka atas Laporan Polisi
Nomor: LP/1</52N11/20.61Jatim/Restabes Sby/Sek Gayungan, Tertangga122 Juli
2016, Suret permtah penangkapan Nomor; SP. Kap129N11120,61Reskrim
Kepolisian Sektor Gayungan Surebaya Tertangga1 22 Juli 20.6. Sumt
perlntah penahanan nomor; SP. Han13, NII120,6 Reskrim. Kepolisian Sektor
Gayungan Surebaya, Ternngga123 Juli20.6.

6. Bahwa, penyidik Po!sek Gayungsari bertindak tidak professional dengan
merubah Pasa1362 KUHP menjadi Pasa1363 KUHP.

7. Bahwa, ariak PEMOHON menerima pemberitahuan Surat perintah penangkapan
Nomor; SP. Kap/29N11/20.61Reskrim Kepolisian Sektor Gayungan Surabaya
Tertangga1 22 Juli 2016. Dan Suret penntah penahanan nomor; SP.
Han/3, NII/2016 Reskrim. Kepolisian Sektor Gayungan Surabaya, Tertangga1 23
Juli20,6 tenulis sangkaan Pasalyang dituduhkan adalah Pasa1362 KUHP.

8. Bahwa, daiam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan ariak PEMOHON
tidak dilakukan upaya diversi sebagaimana diwajibkan o1eh UU, halini sangat
merugikan ariak PEMOHON. Sebab ketentuan diversi yang diwajibkan o1eh,
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ariak PEMOHON juga dilakukan penahanan. Dimana Pasal Pasa1 7 ayat (2)
huruf a, Pasa1 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1'1 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Ariak sangat merugikan hak konstitusional
ariak PEMOHON.

9. Bahwa, PEMOHON berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasa120 ayat (1)
dan ayat (2), Pasa1 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun
,98, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,981 Nomor 76) dan Pasa1 7
ayat(2) hurufa, Pasa1 32 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor, , Tahun
20.2 Tentsng Sistem Peradilan Pidana Ariak (Loinbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) melanggar hak-hak konstitusional ariak
PEMOHONsebagaimana dijamin aleh UUD 1945 terutama sekali Pasa1 28 D
ayat(,) Undang-Undang Dasar ,945. Dengan demikian, menurut PEMOHON
inaka PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud datam
ketentuan Pasa1 51 Ayat(I) huruf a UU MK.

10. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-
1/1/2005 dan Putusan Nomor 0101PUU-1/1/2005 telah menentukan 5 (Iima) syarat
kerugian Konstitusionalsebagaimana dimaksud daiam Pasa1 51 Ayat(,) UU MK,
sebagai berikut:

. ,
Z

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan o1eh UUD
'945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut dianggap telah dirugikan
o1eh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaren yang wajardapat dipastikan akan tenadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verbanc!) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian;

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan inaka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi
tenadj.

11. Bahwa, beadasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak yang
meiniliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian
konstitusional dengan berlakunya 'pasal undang~undang yang dimohonkan untuk
dinji karena Pasa120 ayat(,) dan ayat(21, Pasa1 82 ayat(,) hurufd Undang-
Undang Nomor 8 Tahun ,98, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum ACara
Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,98, Nomor
761 dan Pasa1 7 ayat (2) huruf a, Pasa1 32 ayat(21 huruf b Undang-Undang
Nomor ,, Tahun 2012 Tentsng Sistem Peradilan Pidana Ariak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20.2 Nomor, 53} beitentangan terhadap
Pasa1 28 Dayat (1) dan Pasa1 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun ,945.
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,2. Bahwa, dan betoagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa
PEMOHON meiniliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak daiam
permohonan pengujian undang~undang terhadap UUD 1945.

C. POKOKPERl"OHONA"

I. Pasa1 20 ayat(,) dan ayat(2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun ,98'1 Tentsng
Kitsb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP).

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas
penntah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,, bemenang
meIakukan penahanan.
(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut urnum bemenang meIakukan
penahanan atau penahanan Ianjutan.

2. Pasa1 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun ,98, Tentang
Kmb Undang-Undang Hukum ACara Pidana(KUHAP)

Dalam hal suatu perkara sudah inulai diperiksa o1eh pengadilan negeri,
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum
selesai, inaka permintaan tersebutgugur;

3. Pasa1 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1'1 Tahun 20'12 Tentsng
Sistem Peradilan Pidana Ariak.

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Ariak of
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat(,) dilaksanakan dalam haltindak
pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4. Pasa1 32 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 'rl Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Ariak.

(2) Penahanan terhadap Ariak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai
berikut:

a. Ariak telah beruinur, 4 (empat belas)tahun atau Iebih; dan

b. diduga meIakukan tindak pidana dengan ancainan pidana penjara 7
(tujuh) tohun atau tobih.
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Selanjutnya UUD 1945 berbunyi
. Pasa128 D ayat(,)
. I) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adjlserta perlakuan yang sama dihadapan hukum. * )
. Pasa128 H ayat(21

Setiap orang beinak mendapat kernudahan dan perlakuan khusus untuk
meinperoleh kesempatan dan inarifaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadijan. ** )

D. Argumentasi Konstitusionalsebagaiberikut.

I. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan o1eh
Pasal, ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun
UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara
beadasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan beadasar atas kekuasaan
belaka (machtsstaat). Digunakannya ismah "feehtsstaat'ini menunjukkan
bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di
Jerman of masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan
ada tiga ciri negara hukum daiam konsep 'feehsstaaf itu, dua diantaranya
ialah "perlindungan ternadap hak asasi inariusia" dan pemerintahan hatus!ah

UUDberdasarkan atas Undang"Undang Dasar". Sementara para penyusun
,945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah
beadasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "machtsstaaf' yang dalam Bahasa
Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata beadasarkan
kekuasaan, bukan beadasarkan atas hukum.

2. Bahwa, daiam system hukum pidana riasionalPenyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik daiam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang~
undang ini untuk mencari sena mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu
meinbuatterang tentang tindak pidana yang tenadi dan guna menemukan
torsangkanya. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Pasal, angka 2.

3. Sedangkan Penuntut urnum adalah Jaksa yang diberi kewenangan o1eh
Undang-Undang untuk meIakukan penuntutan da!am sidang peradai!an,
kecualida!am kasus korupsiJaksa juga bisa menjadi penyidik. Sebagaimana
ditegaskan dalam Pasa1 30 ayat (1) UU N0 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan. jo Pasa1284 KUHAP.

4. Bahwa, guna untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik diberikan
kewenangan meIakukan penahanan, sementara Jaksa Penuntut Urnum tidak
hanya diberikan kewenangan meIakukan penahanan tapijuga persetujuan
perpanjangan pariahanan terhadap Tersangka.

5. Bahwa, kenapa Tersangka harus ditahan, halini dengan argumentasi baik
penyidik inaupun JPU tidak terhalangi saat meIakukan pemeriksaan, dalam
haladanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan meIankan din, merusak atau menghilangkan bareng bukti dan
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atau mengulangitindak pidana sebagaimana diregaskan dalam Pasa1 21
ayat(,) KUHAP.

6, Apakah itu penahanan? inakna penahanan telah dijelaskan dalam KUHA
Pasal I angka 21 yang menyatakan; Penahanan adalah penempatan
torsangka atau terdakwa ditempat tenentu o1eh penyidik, atau penuntut
urnum atau hakim dengan penetapannya, dalam halserta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

Pasa122 KUHAP

(1) Jenis penahanan dapat berupa:

a. penahanan rumah tahanan negara;

b. penahanan ruinah;

c. penahanan koto.

7. Bahwa, Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan,
seolah - o1ah bereda di dalam suatu ruang gelap dan tidak beadaya sama
sekali. Mereka meresakan pendentaan karena merasa sangattidak berdaya
karena tma-fiba direnggut kernerdekaannya dan dimasukkan tahanan, dan
sama sekalitidak bisa berhubungan dengan dunia Iuartermasuk kernarga.

8. Bahwa, mama penahanan, baik yang diatur KUHAP inaupun pidana penjara
pidana pokok daiam Pasal, O huruf a angka 2 KUHP hakekatnya sama yaitu
menempatkan seseorang dalam tempat tertentu, dengan menghilangkan
kernerdekaan seseorang tersebut. Arunya jika seorang Terdakwa yang
sebelumnya sudah ditahan o1eh Penyidik, atau JPU dan diputus bersalah
o1eh Hakim, inaka putusan hakim hanya menguatkan tindakan yang
dilakukan o1eh Penyidik inaupun JPU. Artinya Hakim hanya menjaditukang
stampelterhadap findakan penahanan yang dilakukan o1eh Penyidik inaupun
JPU.

Pasal, O hurufa KUHP

a. pidana pokok:
,. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

9. Bahwa, karena penahanan dan penjara baik inakna dan implementasi sama.
Misalnya ruang penahanan di kepolisian, ruang penahanan thrumah tahanan
negara inaupun ruang tahanan'of Iembaga pemasyarakan hakekatnya sama.
Dimana seseorang yang ditahan kernerdekaannya dirampas. Tahanan
inaupun nara pidana harus mengikuti semua aturan yang ada. Sehingga
kernerdekaannya menjadi hilang. Karena ini menyangkut perampasan
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kernederkaan kernanusiaan, inaka yang belwenang
adalah hakim, bukan Penyidik inaupun JPU.

Bahwa KUHAP berlaku tidak adjl, of satu sisi Penyidik diberi an ewen g
meIakukan penyitaan bareng, namun harus menapa p j
Pengadilansebagaisaranacontrolpraktekpenyitaan agar i a se g-
wenangsebagaimanaditegaskandalamPasa138KUHA yangme y ;
(1) Penyitaan manya d, ,pat dilaku!, am o1eh penyidik dengan suratizim ket"a pe^ga ' am
Legerisetem, pat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan men esa i
penyidik harus segera bentndak dan tidak inungkin untuk men ap
izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyii p
meIakukan penyitaan hanyaatas benda bergerakdan untu iu aj' g
malaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempa gun
persetujuannya. tetapi kenapa dalam persoalan pena arian yang
o1eh penyidik dan JPU, KUHAP tidak mewajibkan ^in Ketua Penga ia

11*Pertanyaannya, jika seseorang, Tersangka koorperati, ia p
penyidikan, tidak metarikan din dalam penyidikan, penyii ina p
tetap saia bisa malakukan penahanan. Faktanya senngai g
penahanan menjadi sarana transaksional, tergantung seera a' y'
inaupun JPU menahan atau tidak terhadap Tersangka. Tersang a
diberikan hak untuk meinbela din agar tidak dilakukan pena arian.
Properadj!an tidak berani sepanjang semua prosedurforma pena
dilalui. Sebab hakim peperadilan akan mengatakan a wa p
adalah kewenangan subjektifyang dinerikan UU kepada Penyii an

12. Bahwa, yang Iebih Iucu lagi, jika Tersangka ditahan o1eh enyii, a
penyidikan prosesnya belum selesaisehingga, harus memin a pe p j g

penahanan kepada JPU, tiba~tiba JPU memberikan perseuju
perpanjangan penahanantanpa pernah beitemu dengan ersang , p
Tersangka kondisi sehat? Apakah Tersangka, kooperatif aam peny'
atautidak, semuapermohonanperpanjanganpenahanan angsung j
o1eh JPU. Padahal penahanan ini adalah hak assasi inariusia yang iramp
o1eh Penyidik, tapi JPU dengan seenaknya meinperuanjang anpa p
menanyai keberatan-keberatan Tersangka atas penahanan a quo.

13. Bahwa, daiam setiapamarputusan pidanadimanaTer a any ,
selalu betounyi menghukum Terdakwa misalnya, dengan pi aria penja
selama Itahun dikurangimasa penahanan. Jika Terdakwa, su a in j
penahanan 8 bulan, inaka tingga1 2 bulan lagijika putusan a quo su
incraght.

14, Pertanyaannya, siapa yang benanggung jawab jika pa a p g
torhadap Terdakwa yang ditahan ternyata diputus bebas o1eh a jin, pa a
Terdakwa sudah bethujan-bulan ditahan?

15. Bahwa, hakekatnya penahanan adalah penghukuman ter a ap se g,
kerika berbicara bentuk hukuman, kewenangan mengadili atau meng u urn
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adalah hakim. Halini sebagaimana diregaskan o1eh pasa1 183seseorang

KUHAP yang menyatakan; makim tidakboleh menial"inkam pi"aria keyadaseora"g
kec"aji apabila denga, , sek"rang-k"rang"ya d"" ^1st b"k, i yang gallia menpero e

bamwa teraakwalahkeyakina" bamwa suat, , findak pieana heriar-hemar tenadi dam
yamgbe, ^alahmelak"kanmya.

16. Bahwa, penahanan terhadap ariak PEMOHON, tentu sangat merugikan hak
konstitusional ariak PEMOHON. Dengan ditahannya ariak PEMOHON,
akhirnya ariak PEMOHON tidak bisa meIanjutkan sekolah, padahal
sebentarlagi ariak PEMOHON menialani UNAS. PEMOHON meyakini
penahanan a quo hakekatnya adalah penghukuman torhadap ariak
PEMOHON. Sementara PEMOHON meyakini yang beinak meIakukan
penghukuman adalah hakim, bukan penyidik inaupun JPU.

17. Bahwa, penahanan terhadap ariak PEMOHON yang dilakukan o1eh Penyidik
dan JPU, sama saia mereka tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak

berkekuatan hukummenggunakan prinsip bahwa sebumm ada putusan yang
tetap, inaka tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.

18. Jadi menurut PEMOHON, kewenangan penahanan adalah inutlak inilik
Hakim, bukan Penyidik inaupun JPU. Sebab hakim!ah yang beMenang atas
nama keadilan bisa merampas kernerdekaan seorang Tersangka atau
Terdakwa. jadi Pasa1 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum ACara Pidana
(KUHAP) mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana ditegaskan
dalam 28 D ayat(,) UUD ,945.

19. Bahwa, da!am rancangan KUHAP, sudah mengatur perubahan kewenangan
penahanan, dengan memasukkan hakim Komisaris sebagai!embaga yang
belwenang meIakukan penahanan pada tingkat penyidikan. Ini menunjukkan
jika pada Pasa1 20 ayat(,) dan ayat (2) inkonstitusional, sebab kewenangan
hakim chainbi1 o1eh penyidik dan JPU.

.

20.8ahwa, Rechter Coinmisaris ini terdapat juga dilndonesia pada saat
diberlakukanya Reglement op de Striaifu, ordering, ialah yang diatur dalam title
kedua tentang 'Van den legter commissaris en van de voorloop^70
infonnation'. Fungsi Regter Commissaris yang terdapat of dalam Reglement
op de St, afu. ordering yang kami sebutkan diatas meinputijuga fungsi
'Investigating', seperti meinariggiltersangka (Pasa147 R'SV. ) meinariggil pare
saksi (Pasa1 46 R. sV. ) memerintahkan untuk meIakukan penahanan
sementara ternadap tersangka (Pasa1 62 R, SV. ), bahkan apabila saksi
inaupun torsangka dengan alasan sakit yang diperkuat dengan keterangan
doktertidak dapat memenuhi panggilan Rechter Commissaris , inaka Regter
Commissaris dapat mendatangi ke ruinah para saksi inaupun ruinah
torsangka (Pasa1 56 R. sV. ).
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21. Hanya saia setelah diberlakukan Herziene Iridische Reglement dengan
Stoatsblad No. 44 Tahun 1941, Regter Commissaris tidak didapatilagi di
dalamnya, Jadisebenarnya suatu Iembaga hakim yang telah berperan aktifdi
dalam fase pemeriksaan pendahuluan bukanlah merupakan suatu hal yang
baru bahkan of Indonesia sendiri, hanya saia setelah lama kita
memberIakukan Herziene Iridische Reglement (HIR) inaka seolah-o1ah
adanya suatu hakim yang aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan adala
merupakan suatu halyang baru.

22. Bahwa, meskipun permohonan ini dialukan untuk kepentingan aria
PEMOHON, tetapijika permohonan a quo dikabulkan o1eh Mahkamah, inaka
ketentuan Pasa1 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berlaku untok urnum,

JPU tidak bemyenang meIakukan penahanan baiksehingga penyidik dan
torsangka ariak-ariak inaupun tersangka dewasa. Bahwa, ketentuan a quo
juga berlaku pada KOM!SI P'EMBERANTASAN KORUPSl(KPK). Sebab
penahanan yang dilakukan o1eh penyidik dan JPU pada KPK juga
menggunakan ketentuan KUHAP.

23. Bahwa, ada yang mengatakan jika Pasa1 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
dibatalkan o1eh Mahkamah akan tedadi kekosongan hukum. Bahwa, untuk

PEMOHON memberikanmenghindari tenadinya kekosongan hukum
alternative pilihan. Pertaina, bahwa Pasal a quo dinyatakan bertentangan
dengan UUD dan tidak mepunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
belum ada aturan baru mengenai kewenangan penahanan dilakukan aleh
hakim komisaris. Maka penyidik dan JPU masih beMenang meIakukan
penahanan. Halini pernah dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi datam
putusan Iembaga peedilan PILKADA vide putusan MK No. 971PUU-XII2013
dimana daiam putusan a quo, MK menyatakan Mahkamah Konstitusitidak
beMenang mengadili sengketa pilkada, totapi agartidak tetiadi kekosongan
hukum, sepanjang sebelum ada peradilan khusus terkait sengketa pilkada.
Maka sengketa pi!kada akan ditangani Mahkamah Konstiusi.

24. Bahwa, pilihan ke dua adalah, salelah Pasa120 ayat(t) dan ayat(2) KUHAP
dinyatakan tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat, presiden
mengeluarkan Peraturahn Pengganti Undang-undang (PERPU) yang
mengatur hukum acara persidangan dan kewenangan hakim komisaris.

25, Bahwa, Pasa1 82 ayat(,) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun ^981
Tentsng Ki^b Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP)
menyatakan; dalam hal suatu perkara sudah inulai diperiksa o1eh
pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan
kepada pra perudilan belum selesai, inaka permintaan tersebut gugur.
Bahwa, Pasal a quo jelas merugikan ariak PEMOHON, Iembaga praperadilan
adalah sarana menguji atas tindakan penyidik terhadap penetapan
Tersangka, Penangkapan dan Penahanan sebelum menyangkut pokok
perkara.

.
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26. Bahwa, demi untok terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana,
undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut urnum
untuk meIakukan tindakan upaya paksa berupa penetapan Tersangka,
penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Karena tinda an
upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan
pengurangan dan pembatasan kernerdekaan dan hak asasitersangka,
findakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan
hukum dan undangundang yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang
dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan
perampasan terhadap hak asasitersangka.

27. Bahwa, Pra Peradilan bertujuan untuk mengawasitindakan upaya paksa
yang dilakukan penyidik atau penuntut urnum terhadap tersangka, supaya
tindakan itu benapbenar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-

ketentuan hukum sena tidakundang, dan benapbenar proporsiona! dengan
merupakan tindakan yang beitentangan dengan hukum. Pengawasan dan
penilaian upaya paksa inilah yang tidak of^inpai dalam tindakan penegakkan
hukum of masa HIR. Bagaimanapun pertakuan dan cara pelaksanaan
tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya
hilang o1eh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali o1eh koreksi
Iembaga inariapun.

28. Bahwa, Iembaga yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan
upaya paksa yang dilakukan pejabat daiam taraf proses pemeriksaan
penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada Iembaga
Properadjlan. Kalau begitu, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan
PraPeradilan dalam KUHAP, untuk meIakukan 'pengawasan horisontal" atas
tindakan upaya paksa yang dikenakan ternadap torsangka selama ia berada

benar-benarof daiam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar
findakan irutidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
( M. Yahya Harahap, 2002:4 ).

29. Bahwa, sebagaimana ditegaskandalam Pasa1 82 ayat (1) huruf c KUHAP,
waktu persidangan praperadilan adalah 7 (tojuh) han sudah putus. Bahwa,
proses praperadilan adalah menguji apakah proses penetapan Telsangka,
penangkapan dan penahanan sudah sesuai prosedurtidak? Sementara pasa!
82 ayat (1) huruf d je!as menghatangi adanya kepastian hokum tentang
proses yang sedang digugat meIaiuilembaga praperadilan. Fakta yang tenadi
sidang properadjlan sudah d^adwalkan tangga1 15 Agustus 20.6, menjadi
gugur karena pada tangga1 11 Agusutus 2016 sidang pokok pekara ariak
PEMOHON sudah digetar.

30. Bahwa, senngkalijika penyidik inaupun penuntut urnum sedang digugat
properadjlan, karena mereka takut kalah sehingga perkaranya segera
dilimpahkan ke pengadilan. Dengan begitu meski proes praperadilan sedang
berjalan, jika pokok perkaranya berjalan, otomatis hakim properadjlan dalam
putusannya tidak lagi meinpertimbangkan aspek isi gugatan properadjlan.
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Hakim praperadilan hanya mengacu kepada hukum formal KUHAP Pasa1 82
ayat(,) hurufd Iaiu menggugurkan gugatan praperadilan.

31. Bahwa, seharusnya untuk menjamin prosedur penetapan Tersang a,
penangkapan dan penahanan, proses pemeriksaan pokok perkara arus
dihentikan dulu, sambil menunggu putusan properadjlan. Toh, menunggunya
tidak butuh waktu lama hanya 7 han, sebagaimana ditegaskan dalam pasal
82 ayat (1) huruf c KUHAP, Jika dintak, barulah pokok perkara bisa
dilanjutkan. Jika gugatan properadjan harus gugur hanya karena si ang
pokok perkara sudah dimulai, tentu ini sangat merugikan hak konstitusiona
ariak PEMOHON.

32. Bahwa, ketentuan aquo jelas merugikan hak konstitusional ariak PEMOHO ,
sebab bisa jadijika sidang properadjlan digelar, fakta-fakta kekerasan saat
penyidikan ariak PEMOHON, fakta ariak PEMOHON selama pertksaan of
penyidikan dan penuntutan tidak pernah didampingi o1eh penasehat hukum,
fukia tidak dilakukannya diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan akan
meinbatalkan penetapan tersangka ariak PEMOHON.

33. Bahwa, argumentasi PEMOHON seialan dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 781PUU-XII20,3 tenangga1 20 Pebruari 20.4
pada halaman 42 yang menyatakan; 13,131 Menimbang bahwa beadasarkan
seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan
para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi
merupakan persoalan implementssi norma datam prektik peradilan. Namun
demikian, tenepas dan perumbangan tersebut of atas, Mahkamah perlu
memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebu tidak dijadikan
Gelah o1eh penyidik inaupun penuntut urnum untuk menggugurkan
praperadilan dengan cara segera melimpahkan betkas perkara ke pengadilan
negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak Iengkap ke pengadilan
negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang dialukan ke pengadilan
negeri merupakan berkas perkara yang asaljadi. Da!am haltelah dialukan
permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait daiam
piaperadi!an tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah
merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut
urnum dengan sengaja tidak menghadiri sidang properadjlan, seperti
penuntut urnum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan
dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan
inaksud supaya permohonan praperadilannya gugur. 01eh karenanya atasan
dan pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan
sanksi kepada aparatyang tidak menghormati persidangan;

34. Bahwa, beadasarkan argumentasi PEMOHON Pasa1 82 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum ACara Pidana (KUHAP) befontangan dengan Pasa128 D ayat(,)
UUD ,945.
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35. Bahwa, Pasa17 ayat(2) hurufa Undang-Undang Nomor a u
Tentang Sistem Pendilan Pidana Ariak. (1) Pada tingka peny' ..,
penuntutan, dan pemeriksaanperkaraAnakdipengai g "
diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pa a ay
dilaksanakan dalam haltindak pidana yang dilakukan:Pasa1 7 aya ( )
a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20.2 Tentsng is
Pidana Ariak(,) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan gemeri
perkara Ariak of pengadilan negeri wajib diupayakan iver^i.
sebagaimana dimaksud pada ayat(,) dilaksanakan daiam haltin a p'
yangdilakukan:a. diancamdengan pidanapenjaradi awa j
tahun.

36. Bahwa, diversi adalah, pengalihan penyelesaian per ar
peradilan pidana ke proses alluar peradilan pia g
dimaksudkan untuk meIindungi danmengayomi Aria y g
dengan hukum agarAnak dapat menyongsong masa ep y
panjangsertamemberikesempatankepadaAna agar p
akan diperoleh jatidirinya untok menjadi inariusia yang in ",
jawab, dan berguna bagidiri sendiri, keluarga, masyara a, g ,
negara. Namun, da!am pelaksanaannya Ariak iposisi
danperlakuan ternadap Ariak yang bechadapan dengan u
merugikan Ariak, Se!ain itu, Undang-Undang tersebut su a
dengankebutuhanhukumdalammasyarakatdanbeumse p
memberikan permdungan khusus kepada Ariak yang er a p
hukum.

37, Bahwa, Dalam Uusystem PeradilanAnak, ariakditempa an g
social, sehingga prosesnya harus menggunakan pen e a
Yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini a aa pe g
togas mengenai Keadi!anRestoratif dan Diversi yang jina
menghindari dan menjauhkan Ariak dan proses pera ia gg
menghindaristigmatisasiterhadap Ariak yang ber a apan g
dan diharapkanAnak dapat kernbali ke dalam lingkungan SOSia
01eh karena itu, sangat diperlukan peranserta semua p
mewujudkan haltersebut. Proses itu arus j
telciptanyaKeadilan Restoratif, baik bagiAnak inaupun agi
Restoratif merupakan suatu prosesDiversi, yaitu semua p' y
datam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama menga
menciptakan suatu kewajiban untuk meinbuat segaas y
Iebih baikdengan melibatkan korban, Ariak, dan masyara a
solusi untuk meinperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteram an ' y
beadasarkan pembalasan. Dan kasus yang inuricu, a a a y
dalam status saksi dan/atau korban sehingga Aria or an
Saksijuga diaturdalam Undang-Undang ini. usus g
torhadapAnak ditentukanberdasarkan perbedaan urnur na , y
yangmasihberumurkurangdari, 2(duabelas)tahunhanya ienai I
sedangkan bagiAnak yang telah mencapai urnur12 (dua eas)
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dengan 18 (dejapan belas) tahun dapat d^atuhi tindakan dan
pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Ariak dan demi permndungan
torhadap Ariak, perkara Ariak yangberhadapan dengan hukum wajib
disidangkan of pengadilan pidana Ariak yang berada chiingkunganperadilan
urnum. Proses peradilan perkara Ariak seiak ditangkap, ditahan, dan diadili
pembinaannya wajibdilakukan o1eh pejabat khusus yang meinahami masalah
Ariak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum,
keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan prosespenyelesaian of Iuar
jalurpengadilan, yakni meIalui Diversi beadasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif.

38. Bahwa, konsep penyelesaiakn meIalui diversi adalah tindakan yang anf
dalam meinahami POSisi seoarang ariak yang belum dewasa, tindakan
kesalahan ariak bisa jadi dilakukan karena ariak a quo tidak tau akibat dart
findakannya, bisa jaditindakan a quo dilakukan tanpa kesengajaan, atau bisa
jadi tindakan a quo dilakukan tanpa becoikir baik buruknya. Karena itu
kesalahan tindak pidana yag dilakukan o1eh ariak-ariak haruslah diupayakan
diversi dahu!u dengan metibatkan kotoan dan keluarga pelaku ariak.
Sungguh tidak adjljika tindakan pidana seoarng ariak tidak bisa dilakukan
upaya diversi karena ternalang o1eh adanya aturan ancainan pidana di bawah
7 tahun.

39. Bahwa sebagai contoh, ariak sedang main pukul pukulan dengan ternannya,
tanpa disengaja ternannya Iatuh dan kepa!anya meinbentur batu, yang
akhirnya ternannya a quo meninggal dunia. Bahwa karena ancainan pidana
pembunuhan Pasa1 338 KUHP 10 tahun, jo penganiayaan Pasa1 351 ayat(3)
ancainan hukuman 7 tahun, jo pengeroyokan yang menyebabkan kernatian,
yaitu Pasa1,70 ayat(2) KUHP ancainan hukuman 12 tahun. Bahwa, semua
pasal yang menyebabkan kernatian a quo ancainannya 7 tahun penjara Iebih.
Artinya kasus a quo tidak bisa diiakukan upaya diversi, padahaljika dimat
kasusnya sungguh sederhana dan bisa saia tenadi pada masyarakat kita.

40. Bahwa, daiam kasus yang dialami o1eh ariak REMOHON, tiba-fiba penyidik
merubah dan yang diduga Pasa1 362 KUHP (ancainan hukuman 5 tahun),
agar tidak dinakukan upaya diversi o1eh Penyidik dirubah Pasanya menjadi
363 ayat 2 KUHP (ancainan hukuma 7 tahun). a dibenarkan menurut hukum.
Dengan begitu tidak ada kewajiban Penyidik, JPU dan Hakim untuk
metakukan upaya diversi, sebagaimana diwajibkan o1eh UU. Sehingga
sungguh tidak adjl dan Pasa1 7 ayat(21 huruf a Undang-Undang Nomor, ,
Tahun 20.2 Tentang Sistem Poredjinn Pidana Ariakmerugikan hak
kosntitusionalanak PEMOHON.

41. Bahwa, Pasa1 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20.2
Tentang Sistem Peradilan Pidana Ariak, bertentangan dengan konsep diversi
iru sendiri, dimana mengalihkan penyelesaian perkara Ariak dan proses
peradilan pidana ke proses alluar peradilan pidana.
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42. Bahwa, Pasa1 32 ayat(21 huruf b Undang-Undang Nomor, , Tahun 20.2
Tentsng Sistem Peradilan Pidana Ariak yang mengatur syarat penahanan
torhadapAnak usIa chatas 14 tahun dan ancainan pidananya 7 tahun Iebih.

43. Bahwa, sekarang ini ariak PEMOHON masih sekolah kelas 3 SMA of
Joinbang Jawa Timur, dengan ditahan o1eh Penyidik, ariak PEMOHON tmak
bisa sekolah lagi. Bahwa, jika ariak yang berkonflik hukum diposisikan
sebagai korban social, tentu Pasal syarat penahanan dengan ancainan
hukuman 7 tahun Iebih menjadi kontrakdiksi. Disatu sisi UU a quo
memberikan perlindungan hukum untuk masa depan ariak yang menjadi
pelaku kejahatan, tapi disisilain penahanan justru meinbuat ariak semakin
trouma, dan kejiwaannya renganggu.

44. Bahwa, seharusnya penahanan terhadap seorang ariak dikhususkan
menyangkut kepentingan ariak tersebut, misalnya ariak ternbat dugaan
pembunuhan, agar tidak tenadi dendam dan kelurga korban, inaka demi
keamanan ariak a quo dilakukanlah penahanan, Tapi sebaliknya Iika ariak a
quo tidak ada ancainan apapun tentang keselamatannya, keriapa ariak harus
ditahan. Padahal dengan ditahan hak ariak untuk bisa sekolah menjadi hilang,
hak ariak untuk kumpul dengan keluarga menjadi hi!ang, hak ariak untuk bisa
bermain dengan ternan-ternannya menjadi hilang. Bukankah Pasal a quo
sangat merugikan hak konstitusionalanak PEMOHON?

45. Bahwa, konsep dasar UU N0 11 tahun 20.2 adalah mejindungi hak ariak
agar penyelesaian permasalahan pidana ariak seiauh inungkin tidak ke
pengadilan. Dengan ditahannya ariak PEMOHON, tentu menjadikan hak
konstitusiona! penyelesaian perkara ariak PEMOHON menjadi ranah
pengadilan. Bahwa, ketentuan syarat penahanan Pasa1 32 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20.2 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Ariak tentsng syarat penahanan ancainan hukuman 7 tahun Iebih sangat
merugikan ariak PEMOHON.

46. Bahwa, Pasa1 32 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomorl, Tahun 20.2
Tentsng Sistem Perudilan Pidana Ariak bertentangan dengan Pasa1 28 H
ayat (2) UUD ,945, menyatakan; Setiap oreng beinak mendapat
kernudahan dan perlakuan khusus untuk meinperoleh kesempatan dan
inarifaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Itu amnya
ariak PEMOHON yang masih ariak~ariak dan bermasalah secara hukum
berhak mendapat kernudahan dan perlakuan khusus di datam menghadapi
kasus a quo, yaitu untuk tidak dilakukan penahanan o1eh penyidik yang
mendasarkan pada ketentuan syarat penahanan dengan ancoman hukuman
7 tahun Iebih. Seorang ariak seharusnya o1eh UU No litahun 2012 diberikan
perlakuan khusus, sebab konsep pmana ternadap seorang ariak tidak sama
dengan konsep pidana oreng dewasa. Jika ketentuan a quo tetap
diberlakukan, berarti UU a quo tidak memberikan kernudahan dan perlakukan
khsusus agar seorang ariak yang bermasalah hukum tidakditahan.
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47. Bahwa, sekarang ini ariak PENIOHON masih mengajukan kasasi
torhadap perkara ariak PEMOHON techadap Putusan Pengadilan Tinggi
Surebaya No. 621PID. SUS-ANAK/20,61PT SBY Tangga1 ,9 September
20.6 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surebaya No. 461PID. SUS-
ANAK120,61PN SBY Daiam Perkara Pidana AriakAtas Nama ANAK FERY
ADITYA PRADA"A PUTRABin IVIOCH. DYONO.

menurut48. Bahwa, meIalui pertimbangan-pertimabangan di atas,
PEMOHONPasa1 20 ayat in dan ayat (2), Pasa1 82 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum ACara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981Nomor 76) dan Pasa1 7 ayat (2) huruf a, Pasa1 32 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor ,, Tahun 20.2 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012Nomor 153) mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan
(unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal
uncertainty), dan bersifat diskriminatifterhadap ariak PEMOHON*

49. Bahwa beadasarkan uraian tersebut di atas, inakaPasa1 20 ayat (,) dan ayat

(2), Pasa1 82 ayat in huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198,
Tentsng Kitsb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,981Nomor 76) dan Pasal
7 ayat(2) huruf a, Pasa1 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor It
Tahun 20.2 Tentang Sistem Pendilan Pidana Ariak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012Nomor ,531 merugikan hak hak
konstitusional PEMOHON menganggap pasa! a quo bertentangan dengan
UUD 1945 khususnya Pasa1 28 Dayat('I) dan Pusa1 28 Hayat(21 Undang-
Undang Dasar, 945.

50. Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasa1 20 ayat (,) dan ayat (2), Pasal
82 ayat(,) hurufd Undang-Undang Nomor 8 Tahun ,981 Tentsng Kmb
Undang. Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76) dan Pasa1 7 ayat(2) huruf a,
Pasa1 32 ayat(2) hurufb Undang-Undang Nomor, , Tahun 20'12 Tentsng
Sistem Peradilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20.2Nomor ,53) bertentangan denganPasa1 27 ayat(,), Pasa1 28
Dayat('I) dan Pasa128 Hayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. harus dinyatakan "tidak mein, ,""yai kek"atan
huk"mine"gikat'I

PETITUM

Beadasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah
Konstitusi memberIkan putusan yang amamya sebagaiberikut:

I. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan:

Pasa1 20 ayat(,) dan ayat(2), Pasa1 82 ayat(I) huruf d Undang-Undang Nomor
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8 Tahun ,981 Tentsng Kitsb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,98, Nomor 76) dan Pasa17 ayat
(2) huruf a, Pasa1 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor ,, Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20.2 Nomor, 53). Befontsngan dengan Undang-Undang Dasar, 945.

3. Menyatakan

Pasa1 20 ayat(,) dan ayat(2), Pasa1 82 ayat(,) huruf d Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentsng Kitsb Undang-Undang Hukum ACara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198, Nomor 76) dan Pasa17 ayat
(2) huruf a, Pasa1 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor ,, Tahun 20.2
Tentang Sistem Peradilan Pidana Ariak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20.2 Nomor, 53)tidakmempunyaikekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi bemendapat lain, inohon putusan yang seadil-
adjlnya (ex aequo at bono).

,

..,***,~, HormatKami,

./^*^"*;~~;i^^^I Kuasa Hukum Pemohon.
!' -,,^^I^I^^ *', * It -, 1'.,,,,,,. , ,01.15H 8, ':!:,',

HAMMAD SHOLEH, S. H.

Surabaya, 24 Oktober 2016

IWAN SIS
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MAD SAIFUL, SH.MUHA
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